BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.164, 2009 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Kenaikan
Pangkat. PNS. Administrasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-66.KP.04.04 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian
Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta mewujudkan
keadilan dalam memberikan penghargaan, maka dipandang
perlu bagi Pegawa Negeri Sipil untuk mengaukan kenaikan
pangkat sesuai dengan golongan dan masa kerjanya;;

b. bahwa dalam rangka mempertahankan prestas kerja dan
kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka
kenaikan pangkat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan
mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan ;

c. bahwa untuk menyatukan perseps dan keseragaman dalam
penetapan ketentuan pelaksanaan kenaikan pangkat, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusia tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan



2009, No.164

Mengingat

Kenaikan Pangkat Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 1974 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahwun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomaor 49);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4014);

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawa Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS

MANUSIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI
PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman administrasi pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak
Asas Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 2
Peraturan Menteri ini mula berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar sdetigp  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 3 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN |1

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-66.KP.04.04 TAHUN 2009

TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BAB |
PENDAHULUAN

A.Umum

1. Dalam upaya meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri
Sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan
penghargaan, maka pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
dimaksudkan sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil;

2. Demi terjaminnya kualitas Pegawai Negeri Sipil sebagai Sumber Daya
Manusia dalam mengemban tugas sesuai dengan kedudukan, fungsi dan
perannya,maka pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil harus
dilakukan berdasarkan metode dan prosedur yang telah ditetapkan;

3. Untuk menyatukan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk
melakukan penyusunan pedoman bagi setiap pegawai dan pimpinan
berupa Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS di

lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.



